
WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN 
LAPANGAN DATA O B J E K DAN S U B J E K PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 
pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
serta penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilaksanakan 
identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas 
objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang 
Dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 1 Tahun 2010 tentang 
J e n i s Pajak EJerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
:^mbinaan dan P e n ^ w a s a n Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
hidonesia Tahu n 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kota SInglmwang Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 
Nomor 23); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak 
B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 
38); 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan P^angkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 
4, Thmbahan Lembaran Daerah Kote. Singkawang Nomor 
51); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN 
LAPANGAN DATA O B J E K M DAN S U B J E K PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota in i , yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kota Singkawang, 

2- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unaur penyelen^ara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan otonom, 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 

4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota 
Singkawang. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah 



6. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daemh yang selanjutnya 
disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit Teknis Pajak 
Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota 
Singkawang. 

7. P^'ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
yang selanjutnya disingkat P B B P2, adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, diku£^ai 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
k ^ u a l i kawasan yang digunakan untuk ke^atan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

8. Eteta adalah data F B B P2 yang terdapat dalam basis 
data P B B p2. 

9 . Piutang adalah Rutang F E B P2 yang tedapat dalam 
basis data PBB P2, 

10. Surat Pemberitahuna Pajak Terutang, yang selanjutnya 
d i s i n ^ a t SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besamya P B B yang terutang 
kepada Wajib P^'ak. 

1 1 . Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besamya jumiah pokok pajak yang 
terutang. 

12. SmatTagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sankai administratif bcrupa bunga dan/atau 
denda. 

13. Surat Pemebritahuan Objek JF^jak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajili 
Pajak untuk melaporakaii date Subjek dan Objek P B B 
P2 sesuai ketentuan peraturan ijerundang-undangan 
perpajakan daerah. 

14. Lampiran Surat Pemlei i tahuan Objek Pajak yang 
selanjutnya disingkat LSFOP adalah lampiran dati 
SPOP yang menjEtdi aatu sesatuan d e n ^ n SPOP diisi 
apabila objek pajak meliputi bangunan. 

B A B I I 

IDENTIFIKASI DATA PTUTANG F B B P2 

P a s a l 2 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan, Badan 
wajib melaksanakan identifikasi data piutang P B B P2. 

{2} I^ laksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di lakukan oleh Bidang yang tugas dan 
fungsinya dibidang pemungutan P B B P2. 

(3) Identifikasi data piutang P B B P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1} d i lakukan dengan penelitian 
l a p a n ^ n unlxik mencocokan date j ^ d a basis data f B B 
O O Aannan C Q H - O Ai larxanrmn 



I^S3 l3 

(1) Penelitian lapan^m dapat di lakukan terhadap date 
individual maupun data kolektif. 

(2) Penelitian lapangan individual di lakukan terhadap date 
ketetapan B u k u 3, B u k u 4 dan B u k u 5 d e n ^ n 
menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Kutmig 
Individual. 

(3) Peneitian l a p a n ^ ^ kolektif di lakukan terhadap date 
ketetapan B u k u 1 dan B u k u 2 dengan menggunakan 
Fonnulir Hasi l Identifikasi Date Piutan Kolektif. 

(4) Bentuk Formulir Hasi l Identifikasi Data Piutang 
Individual dan Formulir Hasi l Identifikasi Data Piutang 
Kolektif ^bagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota in i . 

(5| Penelitian lapangan di lakukan oleh Petugas yang 
ditunjuk oleh Kepala Bidang yang tugas pokok dan 
fungsinya dibidang pemungutan P B B P2 pada Badan. 

(5j Hasil Penelitian l a p a n i ^ s eba^ imana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Identifikasi Date Piutang dengan melarapirkan Formulir 
Laporan Hasilldentif ikasi Data Piutang. 

Pasal 4 

(1) Formulir Laporan Hasi l Identifikasi Data Piutang 
Individual diisi dengan jelas, benar dan len^cap oleh 
pe tug^ dan ditandatangani oleh ftitugas, Wajib 
Itejak/Kuasanya dan diketahui Lurah sctempat. 

(2| Dalam Hal Wajib Pajak tidak ditemukan, 
Penandatanganan Laporan l i a s i l Identifikasi Date 
Piutang Individual dapat dilcxkukan oleh : 
a . Ketua RT setempat 
b. Ketua RW Setempat; dan 
c. Ftetugas l a fm i^u i Kelurahan 

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
divalidasi oleh Kepala Bidang pada Badan yang tugas 
pokok dan fungsinya dibidang P B B P2. 

Pasal 5 

(1) Formulir Laporan Hasi l Identifikasi Data Piutang 
Kolektif diisi denganjdas, benar dan lengkap oleh 
petugas, d i tandatan^ni oleh petugas, dan disetujui 
Lurah setempat. 

(2) Fonnulir sebagaimana dimaksud jteda ayat (1) 
divalidasi oleh Kepada Bidang pada Badan yang tugas 
pokok dan fungsinya dibidang P B B P2. 



(1) Hasa identifikasi data piutang P B B P2 diklasifikasikan ke 
d a k m kategoii: 

a . SPPT P B B P2 benar dan sesuai dengan identifiJeasi data d i 
lapangan; 

b. SPPT P B B P2 tidak ada Objek P B B P 2 n y a ; 
c. SPPT P B B P2 ganda/double, 
d. SPPT P B B P2 tidak je las , tidak diketahui nama dan/atau 

alamat subjek pajaknya; 

e. Subjek Pajak pada SPPT P B B P2 tidak sesuai/tidak benar 
dengan identifikasi data lapan^ui ; 

I Objek Pajak pada SPPT P B B P2 dikecualikan a c b ^ a i objek 
P B B P2 sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan; 

g. SPPT P B B P2 diaengketakan penetapan P B B nya; dan 
h. Objek Pajak pada SPPT P B B P2 t idak aesuai/tidak benar 

d en t i n identfiSkasi data lapangan. 

(2) P c t u ^ a wajib mcn^damfikasikan identifikasi data dengan 
fakta di lapangan ke dalam katagori s eba^ imana d i z n ^ u d 
pada ayat ( I ) . 

B A B I U 
TIimAK IANJUT HASIL roENTlFIKASI DATA PIUTANG 

DENGAN PENEUHAN LAPANGAN 
Pasa l7 

Haml identifikasi data piutang dengan penelitian lapangan atas 
objek dan subjek P B B P2 menjadi dasar kebijakah bagi Badan 
dalam menangani piutang. 

Pasa lS 

(1) Apabila hasi l identifikasi data piutang masuk ke dalam 
katej^ri sebagaimana dimaksud dalam Paaal 6 ayat (1) h u n i f 
a , maka Badan melaksanakan penagihan akti f sesiiai 
kieteatuan peraturan pemndang undangpn perpajakan daerah. 

(2) Apabite basi l ideaBfikaai data piutang masuk kc dalam 
katf^gori s eba^ imana dimaksud dalam PaBal 6 ayat (1) huh i f b 
dan huruf c, maka Badan membatalkan ketetapan dan 
menghapus data objek pajak dan subjek pay'ak da i i t m i s data 
! ^ B P 2 . 

(3} Apabila has i l MentifiksLsi data piutang masuk ke dalam 
kat^gpri sebagaimana dimakBud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
d, huruf f dan huruf g, maka Badan raembatalfcan ketetapan 
P B B P2. 



(4) Apabiaa hastt identifikasi data piutang masuk k© dalam 
k a t ^ i i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) b u m f e 
dan huruf h , maka Badan melaksanakan pembetulan data 
objek pajak dan subjek pajak serta ketetapan P B B P2 sesuai 
fekta di lapangan. 

Pasa l9 

(1) Pembetulan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) di lakukan dengan pcngiaian SPOP/LSPOP sesuai 
ketentuan peratumn perundang-undan^i . 

(2) Pembetulan atas data kolektif di lalmkan berdasarkan Beri ta 
Acara Hasi l Identifilsasi Data Piutang Kolektif yang 
ditandatangani oleh Petugas dan Lurah setempat d e n ^n 
dilampirkan SPOP/LSPOP kolektif. 

PasallO 

(1) Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam f^sa l 8 
ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan dasar tmtuk mengusulkan 
pehghapusan piutang P B B P2. 

(2) Penghapusan piutang P B B P2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1] diusulkan oleh Badan kepada perau^mt dmhnh yang 
tugas pokok dan fungsinya dibidang pengdolaan keuangan 
daerah. 

B A B I V 
STANDAR OPERASIONAL PROSBDUR 

Pasal 11 

Standar Operasional Prosedur Identifikasi Data Piutang dengan 
Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek I ^ P2 diatur Jcbih 
lanjut oleh Kepala Badan, 

B A B V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Paaal 12 

dengan Identifikasi Data Piutang clan Pfenelitian Lapangan Data 
Objek dan Subjek P B B P2 mengikuti ketigakan daerah dibidang 
penataan kelembag^an. 



B A B V I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota in i dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Diundangkan di Singkawang 
Pada tanggal 2 April 2018 

Pj. SEKRETAR IS DAERAH KOTA SINGKAWANG 

ttd 
BUJANG SUKRI 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 18 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 2 April 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 

TJHAI CHUI MIE 

^ YASMALIZAR, S H 
NIP. 19681016 199803 1 004 



Lampiran : Peraturan Walikota Singkawang 

Nomor : 19 Tahun 2018 

Tangga : 2 April 2018 

Tentang : Petunjuk Teknis Identifikasi Data 
Piutang Dengan Penelitian Lapgingan 
Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan 
bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG 
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 

A. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK 
PBB-P2 INDIVIDUAL 

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG 
OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 INDIVIDUAL 

NOMOR: 

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal 
telah di lakukan pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek P B B -
P2 da i i tanggal sampai dengan tanggal dengan uraian 
sebagai ber ikut : 

I . DATA KETETAPAN 
a. NOP : 
b. Subjek Pajak : 
c. Alamat Objek Pajak 
d. L u a s B u m i : 
e. Luas Bangunan : 
f. PBB Terutang : 

n . HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan klasifikasi kategori sebagai ber ikut : 

1. SPPT PBB-P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data dilapangan 

2. SPPT PBB-P2 tidak ada objek PBB-P2 nya 

3. SPPT PBB-P2 ganda /double 

4. SPPT P B B P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat 
subjek pajaknya 

5. Subjek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan 
identifikasi data lapangan 

6. Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan sebagai objek PBB-P2 
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan 

7. SPPT PBB-P2 disengketakan penetapan PBB-nya 

8. Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai /tidak benar dengan 
identifikasi data lapangan 



Maka beMasarkan hasi l pendataan dan verifikasi data piutang objek dan 
subjek P B B - r a serta deteksi lapangan terhadap objek dan subjek PBB-P2, 
NOP tersebut masuk dalam k a t ^ o r i : 

! ! L SESIHFULAV DAH USUL 
Bahwa betdasarkan has i l penelitian yang menyatakan NOP tersebut 
masuk ke dalam kategoii , „,.., 
maka berdasarkan ha l tersebut usu lan tindak lanjutnya adalah: 

1 MelaksanakEtn penagihan akti f sesuai kebmtuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

2 Membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek 
pajak dari basis data PBB-P2. 

3 Membatalkan ketetapan P B B * r a . 

4 Melaksanakan pembefnian data objek dan subjek serta ketetapan 
sesuai tekte di lapangan. 

Singkawang, 
Wajib P ^ a k / K u a s a Petugas Peneliti I , 

NIP „. 

Petugas Peneliti I I , 

NIP 

Kepala Bidang 
P B B d a n B P H T B 

Mengetahui 
Lurah 

NIP 



Lampiran 1 
Keiangka aciian k^iatan pendataan objek dan subjek PBB-F2 mdalui identifikasi data 
piutang FBB-P2 dan penelitian lapangan data objek dan subjdic PBB-H2. 

LAPORAN SASIL 9SVDATAAN BAN IBBNTinSASI BATA HOTAITO 
OBJEK BAN S D B J I ^ FSB-P2 

NOMOR; 

Beidasarkan Surat Tugas Nomor „ „ , tanggal tdab 
dilakukan pendataan dan veiifikasl data piutang objek dan subjek F B B - I ^ dari tan^a l 

sampai dengan tonj^ial................... dengan uraian scba^ i berikut; 
E. UMDM 

a. NOP 
b. Subjek Pajak 
c. Alarnat Otiick Pajak 
d. Kelurahan 
e. Kecumntan 

£ Luas Bumi 

g. Luas Bangunan 
Piutang PBB 20xx 

• 
1. HutangPBB<2axx 

n . StANARHUKDM 
1. Peraturan Dacrali Kola Slngjuiwang Nomor 11 lUhun, 2010 tmtang Pajak Dacrab 
2. Pemluran Dacmh Kota Singkawang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dtm p 

m* BAipEi KEiiisLrriAii 
Berdasarkan hasil XJendBtaBn dan verif i^si data piutang obfek dan subfek PBB serta 
detekm lapangan terhadap objek dan s u l ^ diperoMt hnsii sebsj^i berikut! 

I SPPT PBB-K2 yang benar dan aesuai dengan Menttfikasi data di Ijipangan. 
2 SPPT PBB-P2 yang tidak tciid<mtifikasi/tidak ada objek i*SB^ 

3 SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2rQra ganda /double 

4 SPPT PBB-P2 yang tidak Jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek 
pQiaknya. 

5 SPPT FBB-P2 yang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi 
data lapangan. 

6 SPPT PBB-R2 yang Objek Pajaknya dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai 
peraturan daerah. 

7 SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya. 

8 SPPT PBB-F2 yang Objek Pajaknya tidak sesuai/tidak benar den^un MentffikaaL 
data lapangan. I 



IV. KESOfPULAN DAN USUL 

1. Kesimpulan 

Bemdasarkan pendataan dan va i f ikas i data, maka NOP temebut d i atas 
termasuk jen is kategori 

" " l Y a i t u : „ 

2- Usui 

Dilaksanakan Penagihan Aktif. 

Di lakukan Pemutakhimn data objek dan subjek P B B . 

1 

Di lakukan Pembatalan data objek dan subjek P B B dan/atau ketetapan 
PBB-P2. 

Di lakukan Pembetulan data objek dan subjek PBB-P2 . 

Wajib Pajak/Kuasa 
Singkawang, 

Petugas Peneliti I , 

NIP 

Petugas Peneliti I I , 

NIP 

Lurah 
Men^tahui 

Kepala Bidang 
PBB dan BPHTB 

NIP 



B. FORMULIR MASIL IDBimPIKASI DATA PIUTANG OBJOK DAN SUBJBK PBB-F2 KOLBKTIP 

PORMUUR KAGIL IDinrTIiaiUSI DATA PIUTANG O B J B ^ 
NOMOR: ............o 

KBCAMATAN : 
KELURAHAN : 

NO NOP NAMA 
WAJIB PAJAK 

ALAMAT 
OBJEK PAJAK 

LUAG KETETAPAN I^TBGOm NO NOP NAMA 
WAJIB PAJAK 

ALAMAT 
OBJEK PAJAK BUMI BANGUNAN KETETAPAN 1 ; 2 3 4 B 6 7 8 

1 SPPT PBB-P2 yang benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapan i^n . 
2 SPPT PBB-P2 yang t idak trndentifikaBl/tidak ada objek PBB-P2 nya. 
3 SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2nya ganda /double 
4 SPPT PBB-P2 yang t idak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya. 
5 SPPT PBB-P2 yang Subiek Paiak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data. 
6 SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikecxialikan sebagai objek PBB-P2 aesuai peraturan daerah. 
7 SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya . 
B SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan. 

Singkawang, , 

Mengetahui, Menyetujui, 
Kepala Bidang P B B dan B P H T B Lurah Petugas Peneliti I , Petugas Peneli 

NIP. NIP. , RIP. NIP. 



LAPORAN HASIL PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 
KECAMATAN : 
KELURAHAN : 

NO NOP NAMA WAJIB 
PAJAK 

ALAMAT 
OBJEK PAJAK 

LUAS KETETAPAN 
20XX 

PIUTANG 
>20XX 

KATEGORI KBT NO NOP NAMA WAJIB 
PAJAK 

ALAMAT 
OBJEK PAJAK BUMI BANGUNAN 

KETETAPAN 
20XX 

PIUTANG 
>20XX 1 2 3 4 5 6 7 8 

JUMLAH 
Keterangan Kategori; 

1. SPPT PBB-P2 yang benar dan sesuai dengan identifikasi data di lapangan 
2. SPPT PBB-P2 yang tidak teridentifikasi/tidak ada objek PBB-P2 nya. 
3. SPPT PBB-P2 yang penetapan PBB-P2 nya ganda/double. 
4. SPPT PBB-P2 yang tidak jelas/tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya. 
5. SPPT PBB-P2 yang Subjek Pajak tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data. 
6. SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya dikecualikan sebagai objek PBB-P2 sesuai peraturan daerah. 
7. SPPT PBB-P2 yang bermasalah dan/atau disengketakan penetapan PBB-nya. 
8. SPPT PBB-P2 yang Objek Pajaknya tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan. 

Singkawang, 
Mengetahui Menyetujui 

Kepala Bidang P B B dan BPHTB Lurah Petugas Penelit i l , Petugas Peneliti 11, 

NIP NIP NIP NIP 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

TJHA I CHUI MIE 

Sal inan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, S H 
NIP. 19681016 199803 1 004 


